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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif Tidak dilambangkan tidak  dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (Sa ṡ es (dengan titik di  atas ث
 Jim J Je ج
 Ha ḥ ha (dengan titk di ح
bawah) 
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 (Zal Ż zet (dengan titik di atas ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy es dan ye ش
 Sad ṣ es (dengan titik ص
dibawah) 
 Dad ḍ de (dengan titik di ض
ix 
bawah) 
 Ta ṭ te (dengan titik di ط
bawah) 
 Za ẓ zet (dengan titk di ظ
bawah)  
 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha ه
 hamzah , Apostof ء
 Ya Y Ye ي
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 
tanda (  ̕). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
x 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 fatḥah A A ا َ
 Kasrah I I ا َ
 ḍammah U U ا َ
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 







a dan i 
 
 ى وَ 
 








Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 








 ...اَ | ...ىَ 
fatḥahdan alif 
atauyā’ 
Ā a dan garis di atas 
 kasrah danyā’ I i dan garis di atas ى
 ḍammahdan wau Ū u dan garis di atas ىو
 
4. Tā’ Marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭahada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang hidup 
atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
tā’ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ىber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah(  ىِى),maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddahmenjadi (i). 
6. Kata Sandang 
xii 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 
 alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang)ال
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (  ̕) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak 
lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an(dari 
al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah.Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 
ditransliterasi secara utuh.= 
9. Lafẓ al-Jalālah (هللا) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
xiii 
Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepadalafẓ al-Jalālah 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang 
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 
huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf 
A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 
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Skripsi ini membahas mengenai “Pelaksanaan Kewenangan Desa 
Berdasarkan Hak Asal Usul di Desa Galesong Kota Kabupaten Takalar” yang 
menjadi permasalahan pokok adalah bagaimana mekanisme pengaturan Hak Asal 
Usul di Desa Galesong Kota Kabupaten Takalar serta untuk mengetahui apa factor 
peyebab masyarakat semena-mena memarkir perahunya. Adapun tujuan penelitian 
ini yaitu 1). Untuk mengetahui mekanisme pengaturan Hak Asal Usul di Desa 
Galesong Kota Kabupaten Takalar 2). Untuk mengetahui factor peyebab 
masyarakat semena-mena memarkir perahunya. Pada penelitian ini Jenis 
penelitian yang digunakan  adalah penelitian lapangan dengan mengumpulkan 
data-data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Dan yang menjadi  
Sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder serta melakukan 
tekhnik pengolahan data berupa (pengamatan, wawancara dan telaah pustaka) dan 
analisis data. Untuk melakukan jalannya penelitian maka hal tersebut harus di 
lakukan guna mendapatkan informasi yang di inginkan 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan Kewenangan Desa 
Berdasarkan Hak Asal Usul di Desa Galesong Kota Kabupaten Takalar ialah 
sebagai berikut : Hak asal usul telah di atur dalam UU Desa Pasal 19 huruf A 
tetapi di desa galesong kota belum mengatur hak Asal Usul terkhusus mengenai 
tanah kas desa. 2) Adapun Penyebab sehingga masyarakat semena-mena 
memarkir perahunya Karna Sampai saat ini belum ada aturan khusus yang 
mengatur tentang tanah kas desa.  
 Implikasi penelitian Seharusnya pemerintah desa Galesong Kota  membuat 
aturan khusus mengenai tanah kas desa agar tidak lagi terjadi konflik antara 
masyarakat desa Galesong Kota dengan Masyarakat lain.Sebaiknya  masyarakat 
yang bukan merupakan penduduk desa galesong kota tidak memarkir perahunya 
semena-mena di pesisir pantai Galesong Kota.  








A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakannegara hukum dan negara berkembang yang 
memiliki 34 provinsi dan memiliki banyak suku bangsa,agama,adat dan 
budaya.Meskipun demikian namun kesatuan republik indonesia tetap satu seperti 
yang di lambangkan Bhineka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap 
satu, dengan adanya lambang tersebut sehingga keseluruhan warga negara 
indonesia menjadikan bahwa walaupun berbeda agama,suku,bangsa dan adat 
namun semuanya tetap satu yaitu kebangsaan indonesia. 
Sistem pemerintahan Negra Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menurut 
Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada Daerah Untuk 
meneyelenggarakan otonomi daerah di setiap wilayah, oleh karena setiap wilayah 
di berikan kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah pada wilayahnya 
tersendiri.1 
Pada tatanan praktis indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas 
sehingga di bagi menjadi beberapa wilayah yang mesing-masing memiliki hak 
tersendiri  sehingga di berikan kewenangan kepada setiap wilayah untuk 
mengelolah dan memanfaatkan sumber daya  yang berada di wilayahnya.  
Meskipun demikian tingkat otonomi di letakkan pada kabupaten/kota namun 
hakekatnya kemandirian tersebut harus di mulai dari yang paling di bawah yaitu 
desa.  
                                                             
1Haw Widjaja, Pemerintah Desa/Marga (Cet. 3; Jakarta: PT RajaGrafindo 2003). h 1 
1 
3 
Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia pengaturan tentang desa telah 
mengalami perubahan beberapa kali sejak zaman colonial yakni 
Regeeringsreglement yang merupakan cikal bakal pemerintah desa. Setidaknya 
ada beberapa atauran perundang-undangan yang muncul sejak tahun 1945 di 
antaranya undang-undang No.1 Tahun 1945 tentang kedudukan desa dan 
kekuasaan komite nasional daerah, ketetapan MPRS No. III/MPRS/1960 tentang 
garis-garis besar pola pembangunan semesta berencanatahap perama 1961-1969, 
Undang-undang No.5 tahun 1979 tentang pemerintah desa, PP No.76 Tahun 2005 
tentang Desa, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang 
selanjutnya di sebut desa.2 
Desa merupakan tempat yang cukup tenang untuk di jadikan tempat 
berlibur atau beralih sejenak dari keramaian yang berada di kota dan kepenatan 
dalam menghadapi pekerjaan. Lingkungan desa yang masih sangat kental dengan 
adat istiadatanya memiliki keunikan tersendiri yang memebuat banyak orang 
tertarik ke desa, selain itu udara di desa juga masih sangat segar di bandingkan 
dengan udara yang di kota banyak pula masyarakatkota yang menggantungkan 
usahanaya di desa karena memang di desa kebanyakan masyarakat bermata 
pencaharian sebagai petani dan nelayan meskipun di desa fasilitas yang di 
butuhkan belum terlalu memadai di bandingkan di kota yang sangat lengakap.   
Keberadaan desa secara yuridis dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 
Tentang Desa (UU Desa)  menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan 
masyarakat hukum yang memeiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang 
                                                             
2Ainil Ma’sura pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul di desa 
tompobulu kabupaten sinjai berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (di akses 31 
Oktober) 
4 
untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemrintahan, 
pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa  
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati 
dalam sistem pemerintahan. 
Setiap pemerintah desa memiliki kewenangan yang berbeda  dengan di 
namankannya pemerintah desa yaitu seorang yang di tunjuk untuk menjadi kepala 
dalam desa yang dapat memimpin desa dan mengurus desa serta melaksanakan 
apa yang sebenanrnya menjadi tanggung jawab dari kepala desa itu.   
Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat 
politik dan pemerintahan di indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. 
Struktur sosial jenis desa, masyarakat adat dan lainnya sebagainya telah menjadi 
instansi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting . desa merupakan 
institusi yang otonom dengan tradisi adat istiadat dan hukumnya sendiri serta 
relatif mandiri 3  . Penyelenggaraan pemerintahan didaerah dapat dikategorikan 
sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap kemajemukan di daerah. Setiap 
daerah provinsi/kabupaten/kota memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda satu 
sama lain, untuk itu seharusnya pembangunan berbasis di daerah masing-masing. 
Pemerintah di daerah menyelenggarakan pembangunan dengan memperhatikan 
ciri dan karakteristik daerahnya oleh negara kesatuan Republik Indonesia4.  
Dengan demikian kehidupan masyarakat desa dengan perkotaan sangatlah 
berbeda di karenakan di lihat dari kondisi wilayahnya masyarakat desa lebih 
banyak  melakukan usaha dengan apa yang ada di sekitarannya seperti tanah 
bahkan biasa tanah yang mereka tempati untuk bernauang malah biasanya di 
jadikan tanah untuk menanam segala sesuatu yang dapat bermanfaat untuk dirinya 
dan keluarganya beda halnya  dengan kehidupan di kota yang kebanyakan 
                                                             
3HAW. Widjaja,Otonomi Desa(Cet. 2; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004).h 5 
4 Asmar, Abd Rais. "PENGATURAN PERATURAN DAERAH (PERDA) SYARIAH 
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH." El-Iqthisadi: Jurnal 
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum 1.1 (2019). 
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masyarakatnya bekerja sebagai karyawan di suatu perusahaan atau bekerja sebuah 
instansi perkantoran dan kehidupannya lebih modern di bandingkan di kota. 
Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemenrintahan daerah  
(UU Pemda) merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemenrintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul 
dan/atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan 
negara kesatuan republik Indonesia. 
Desa memiliki kewenangan berdasarkna hak asal usul sebagaimna yang 
diataur dalam UU Desa Pasal 19 Huruf A .Selanjutnya dalam Undang-undang 
Desa Pasal 20 di jelaskan bahwa pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak 
asal usul dan di atur oleh Desa.Dalam hal tersebut negara harus mengakui dan 
menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya selama 
masih hidup. 
Dalam UU Desa Pasal 19 huruf A sebagai mana yang di maksud adalah 
hak yang merupakan warisan yang masih hidup sesuai dengan perkembangan 
kehidupan masyarakat. Seperi organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata 
dan hukum adat, tanah khas desa .Kewenangan berdasarkan hak asal usul berbeda 
dengan kewenangan berskala lokal di mana perkembangannya memalaui pasar 
desa, saluran irigasi.Tempat permandian. 
Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam satu pemerintahan 
republic Indonesia.Meskipun demikian pemerintahan Desa memiliki peranan yang 
cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan disetiap Desa dapat berjalan 
secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat 
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pemerintahan kesejahtraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. 
Peran dari pemerintah daerah di harapkan dapat membimbing serta mengawasi 
setiap kebijakan maupun program yang di kerjakan pemerintah Desa agar 
kewenangan yang di berikan kepada pemerintah Desa dapat di pertanggung 
jawabkan oleh aparatur Desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. 
Desa memiliki hak berdasarkan hak asal usul yang di mana di atur dalam 
Undang-Undang Desa pasal 19 dan di jelaskan pula pada pasal 20 bahwa 
kewenangan desa berdasarkan hak asal usul harus di akui dan di hormati sebagai 
kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya sepanjang masih hidup 
dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik 
Indonesia.  
Kewenangan berdasarkan hak asal usul yaitu kewenangan yang di berikan 
kepada setiap desa untuk mempertahankan semua yang menjadi hak asal usul  dari 
desa itu yang tidak dapat di hilangkan, akan tetapi pada kenyataannya desa juga 
tidak dapat sepenuhnya mempertahankan apa yang menjadi haknya meskipun ada 
aturan yang mengatur mengenai hal tersebut, yang menjadi masalah kurangnya 
pengikut sertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan harusnya kepala desa 
membuat aturan  mengenai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul 
desa. 
Kewenangan desa dapat berupa kewenangan di bidang penyelenggaraan 
pemerintahann desa, pelaksanaan pembangunan  desa, pembinaan kemasyarakatan 
desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul dan adat istiadat desa, berdasarkan judul peneliti yang di angkat adalah 
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pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul yaitu peneliti akan 
mengkaji bagaimana pelaksanaan kewenanagn desa berdasarkan hak asal usul di 
desa galesong Kota Kabupaten Takalar. 
Galesong Kota sebagai salah satu desa di kabupaten takalar yang  terdiri 
dari 5 dusun yaitu Dusun  Lanna, Dusun Bayoa, Dusun Ta’buncini, Dusun 
Balla’parang, Dusun Galesong.Desa galesong kota memiliki pesisir pantai yang 
biasa di guanakan untuk para nelayan menyimpan perahunya, meskipun demikian 
lahan parkiran tersebut hanya di peruntukkan untuk masyarakat desa galesong 
kota saja akan tetapi biasanya ada saja orang yang datang menyimpan perahunya 
meski bukan masyarakat desa galesong kota.  
Dengan adanya Undang-Undang desa  yang mengatur tentang hak asal 
usul memberikan peluang besar bagi desa galesong kota untuk tetap 
mempertahankan tradisi yang di milikinya dan nilai-nilai kemasyarakatannya.  
Berdasarkan pemikiran di atas penulis mencoba melakukan penelitian 
dengan judul “Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul  di 
Desa Galesong Kota Kabupaten Takalar” 
 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  
Agar permasalahan yang dikaji dalam penelitia ini tidak terlalu luas dan 
menyimpang di rumusan masalah, maka permasalhan dalam penelitia ini perlu 
di batasi sesuai dengan judul “Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan 
Hak Asal Usul di Desa Galesong Kota Kabupaten Takalar” 
1. Fokus Penelitian  
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Berikut adalah focus penelitian pada judul ini : 
a. Kewenangan 
b. Desa 
c. Hak Asal Usul  
2. Deskripsi Fokus  
Adapun beberapa pengertian dari kata yang menjadi fokus yang 
terkait dengan penelitian ini antara lain : 
a. Kewenangan adalah dalam KBBI kata Kewenangan memiliki arti : (1) hal 
berwenang (2) Hak dan Kekuasaan yang di punyai untuk melakukan 
sesuatu.  Kemudian Nicolai memberikan pengertian tentang kewenangan 
yang berarti kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu 
(tindakan yang di maksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan 
mencakup timbulnya dan lenyapnya akibat hukum tertentu. 5 
b. Desa adalah menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), desa adalah 
kesatuan wilayah yang di huni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai 
system pemerintahan sendiri dan di kepalai oleh kepala desa yang berasal 
dari masyarakay itu sendiri.6 
c. Hak asal usul adalah hak yangmerupakan warisan yang masih hidup dan 
prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan 
kehidupan masyarakat antara lain system organisasi masyarakat adat, 
                                                             
5 Romi Librayanto, Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, PuKAP-
Indonesia, Makassar, 2008, hal 63 
6Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Offline. Diunduh Pada halaman webside: 
htt://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/. Diakses pada 15  November 2019.  
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kelembagaan, pranata dan hukumadat, tanah kas desa serta kesepakatan 
dalam kehidupan masyarakat desa,7 
Peneliti memfokuskan meneliti mengenai Kewenangan Desa berdasarkan 
hak asal usul di  Desa Galesong kota Kabupaten Takalar berdasarkan Pasal 19 
Huruf A UU No.6 Tahun 2014, peneliti akan berusaha mengumpulkan informasi 
mengenai hak asal usul Desa melalui teknik wawancara kepada masyarakat desa. 
C. Rumusan Masalah 
Adapun pokok masalah “Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak 
Asal Usul di Desa Galesong Kota Kabupaten Takalar”? 
1. Bagaiamana Mekanisme Pengaturan Kewenangan Bedasarkan Hak Asal 
Usul  di Desa Galesong Kota Kabupaten Takalar? 
2. Apakah Faktor Penyebab Sehingga Masyarakat Semenamena Memarkir 
Perahunya? 
D. TujuanPenelitian 
Tujuan penelitian di ambil berdasarkan judul skripsi sebagai berikut . 
1. Untuk Mengetahui Mekanisme Pengaturan Kewenangan Bedasarkan Hak 
Asal Usul  di Desa Galesong Kota Kabupaten Takalar 
2. Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Sehingga Masyarakat Semenamena 
Memarkir Perahunya 
E. Kajian Pustaka dan Manfaat Penelitian 
Kajian pustaka menguraikan tentang hasil-hasil penelitian, buku-buku atau 
karya tulis ilmiah yang sebelumnya pernah di lakukan oleh peneliti terdahulu 
                                                             
7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun Tentang Desa, LN-RI Tahun 2014 
No.7 dan TLN-RI 2014 Nomor 5495. 
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sebelum penelitian ini, dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan 
di lakukan peneliti maupun dari beberapa literature atau buku-buku yang mana 
terdapat pada beberapa ahli  
1. Ainil Ma’syura dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan 
kewenangan desa berdasarkan Hak Asal Usul di desa Tompobulu 
Kabupaten Sinjai Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa” 
skripsi ini mejelaskan bagaimana pelaksanaan Kewenanagn Desa 
Berdasarkan Hak Asal Usul di Desa Tompobulu Kabupaten Sinjai  dan 
menjelaskan bagaImana Mekanisme pelaksanaan kewenanagn desa 
berdasarkan hak asal usul di desa Tompobulu Kabupaten Sinjai. 
2. Hellarius budi kartonodalam skripsinya “ Pelaksanaan kewenangan desa 
di Desa Bedayan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Kalimantan 
Barat” skripsi ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan kewenanagn desa di 
Desa Bedayan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Kalimantan Barat. 
3. Innesa Destifani dalam skripsinta “Pelaksanaan Kewenangan Desa dalam 
Rangka mewujudkan Otonomi Desa” skripsi ini menjelaskan tentang 
bagaimana pelaksanaan desa dalam mewujudkan otonomi desa. 
4. Moh.  Danil Lasoma dalam skripsinya “Kewenangan desa dalam bidang 
kemasyarakatan di desa bollangi dua kabupaten bolaang mongondow 








1. Pengertian Pemerintah  
Pemerintah adalah salah satu pemimpin  yang berada dalam suatu daerah 
yang berwenang mengatur segala sesuatu yang ada pada suatu pemerintahan dan 
berwenang pula membuat aturan yang harus di ikuti dan di terapkan oleh selutuh 
anggotanya.  
Menurut Soehono pemerintah dapat di aritkan dalam dengan dua cara 
yaitu : Pemerintah dalam arti luas yaitu keseluruhan dari pada alat perlengkapan 
negara yang memegang kekuasaan dalam negra itu, jadi pengertian pemerintah 
dalam arti luas yaitu meliputi badan yang berhak dalam pembuatan undang-
undang. Sedangkan Pemerintah dalam arti sempit adalah raja atau presiden jika di 
katakan pemerintah dalam arti sempit yaitu meliputi alat perlengkapan Undang-
Undang dan pengadilan.1 
2. Pengertian Pemerintah Desa  
Pemerintah Desa atau biasa di sebut pemdes adalah lembaga yang berada 
pada desa yang dapat bertugas dalam pengelolaan desa dan dapat mengelolala 
kepentingan masyarakat setempat bersama dengan anggota dari pemerintah 
desa.Pemerintah desa terdiri dari perangkat-perangkat sebagai berikut: 
a. Kepala Desa  
                                                             
1Suharizal dan Musli Chaniago, Hukum Pemerintah Daerah (Cet 1; Yogyakarta: Thafa 
Media 2017) h.38 
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Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa seorang kepala 
desa haruslah seorang warga negara republic Indonesia yang memenuhi syarat, 
yang selanjutnyaakan di tentukan dalam  perda tentang tata cara pemilihan kepala 
desa. Dalam pemilihan kepala desa calon yang memperoleh suara banyak, di 
tetapkan sebagaikepala desa terpilih. 
Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dan dapat di pilih kembali 
hanya untuk satukali masa jabatan berikutnya.Masajabatan kepala desa, sebagai 
desa yangmerupakan masyarakat hukum adat, yang keberadaannya masih hidup 
dan diakui, dapat dikecualikan dan hal ini di ataur dengan perda. 
Kepala desa terpilih dan di lantik oleh bupati/walikota paling lambat tiga 
puluh hari, setelah calon yang bersangkutan di nyatakan sebagai calon terpilih. 
1. Perangkat desa  
Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa 
lainnya.Sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyarata. 
Sementara itu, sekretaris desa yang sudah ada sebelum berlaku UU No.32 Tahun 
2004 diisi oleh bukan pegawai negeri sipil, namun secara bertahap diangkat 
menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa mencakup 
a. Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa 
b. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten kota, yang di 
serahkan pengaturannya kepada desa. 
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Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau 
pemerintah kabupaten/kota: 
a) Urusan pemerintah lainnya,yang oleh peraturan perundang-undangan di 
serahkan kepada desa. 
1) Badan Permusyawaratan desa  
Badan permusyawaratan desa di sebut BPD adalah Badan yang berhak 
dalam menentukan peraturan desa bersama dengan kepala desa dan menerima 
segala asporasi masyarakat, anggota dari BPD itu sendiri biasa wakil dari 
penduduk desa yang di lakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Masa 
jabatan anggota BPD enam tahun masa jabatan sama dengan masa jabatan kepala 
desa dan dapat di pilih kembali jika sudah habis masa jabatannya.2 
2) Tujuan Pemerintahan Desa 
a. Penyeragaman Pemerintahan Desa 
Dalam hal ini penyeragaman pemerintahan desa belum terlaksana akan 
tetapi masih berkisar pada sumbangan-sumbangan desa. 
b. Memperkuat Pemerintah Desa 
Dengan di lemahkannya Undang-Undang mengenai desa maka harus di 
tingkatkan pendapatan dengan berbagai macam sumber yang ada di desa seperti 
penghasilan masyarakat pertanian. 
c. Mampu menggerakkan pastisipasi masyarakat dalam hal pembanguan yang di 
lakukan dari atas bukan dari bawah sehingga masyarakat berpendapat bahwa 
pembangunan tersebut proyek pemerintah dan tidak merasa memiliki. 
                                                             
2Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah 
Secara Langsung (Cet 1. Jakarta Rajawali Pers, 2010). h. 170-171 
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d. Masyarakat di gerakkan secara mibilasi bukan partisipasi 
e. Penyelenggaraan administrasi desa yang semakin meluas dan efektif masih 
jauh dengan yang di harapkan terkhusus pada SDM. 
f. Memberikan arah kepada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang.3 
B. Desa 
1. Pengertian Desa 
Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan 
asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.Landasan pemikiran dalam 
mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, 
demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.4 
Desa berasal dari bahasa Jawa Desa salam bahasa etnik yang terdapat di 
Indonesia dalam berbagai istilah, seperti Batak disebut dengan huta atau kuta, 
minangkabau di kenal sebagai negeri, Aceh disebut dengan gempong bugis di 
kenal dengan matoa, Makassar disebut dengan gukang atau Minahasa disebut 
dengan wanua5 
Menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa “Desa 
adalahdesa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di 
sebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisonal yang di akui dan di hormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatauan Republik Indonesia.6”. 
                                                             
3Haw Widjaja Otonomi Desa (Cet 2. Jakarta; Pt RajaGrafindo Persada, 2014). h 14-15 
4 HAW. Widjaja,Otonomi Desa (Cet 1 Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2004) h.3 
5 Damsir dan Indrayanti, pengantar sosiologi pedesaan/Jakarta prenada media 2016 
6UU Tentang Desa 
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Desa menurut Sutardjo Kartidokusuma adalah suatu kesatuan hukum di 
mana bertempat tinggal di suatu masyarakat pemerintahan tersendiri. Menurut 
Bintoro Desa merupakan perwujudan atau kesatuan  geografi, social, ekonomi, 
politik dan kultur yang gerdapat di tempat itu dengan hubungan danpengarunya 
timbalbalik dengan daerah lain7. 
Desa juga dapat di defenisiskan sebagai kumpulan masyarakat yang 
memiliki kesatuan adat yang harus di hormati dan di akui dalam sistem 
pemerintahan yang ada di daerah tersebut.Selain itu di defenisikan pula bahwa 
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dalam menentukan 
adat istiadat dan mempertahankan hak asal usul di desa tersebut, dan di akui 
dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. 
Secara formal desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
masing-masing batas wilayah yang berwenang, untuk mengatur dan mengatur 
kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang di 
miliki desa tersebut, sebagai mana pendapat Tonnies yang mengatakan bahwa 
desa adalah desa yang bersifat “gemeinschaft” yang artinya saling terkait perasaan 
dan persatuan yang masih erat.8 
2. Sejarah dan Perkembangan Sistem Pemerintah Desa 
a. Perkembangan Sistem Pemerintahan Desa  
Desa adalah suatu wilayah yang penduduknya saling mengenal. Gotong 
royong , adat istiadat yang sama dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengetur 
                                                             
7Ainil Ma’sura, pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul di desa 
tompobulu kabupaten sinjai berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (di akses 31 
Oktober). 
8Rasyid Masr, Sosiologi Komunikasi pembangunan Pedasaan. (Cet: 1; Alauddin 
University Pers 2014). h 1. 
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kehidupan kemasyarakatan. Desa merupakan daerah otonom yang bukan 
pemeberian dari pemerintah tapi malah harus di hargai oleh pemerintah dan di 
akukui sehingga menjadi daerah yang istimewa. Secara administratif desa berada 
berada di bawah pemerintahan kabupaten sehingga desa merupakan desentralisasi 
dari sistem pemerintahan.  
Desa dalam menjalankan pemerintahannya merupakan penyelenggaran 
pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengetur dan mengururs 
rumah tangganya sendiri guna menjalankan kehidupan Sesuai dengan 
perkembangan pemerintahan.  
Desa adalah desa adat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintah desa serta kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat dan hak asal usul desa yang harus di 
hormati dalam sistem pemerintahan negara republik indonesia.  
b. Sejarah sistem pemerintahan desa  
1) Pemerintahan desa masa kolonial 
Pada masa pemerintahan kolonial atau di sebut dengan masa pemerintahan 
hindia belanda. Pada masa itu pengaturan tentang desa di atur dalam pasal 118 jo. 
Pasal 121 I.S yaitu Undang-undang Dasar Hindia Belanda dalam pasal tersebut di 
jelaskan bahwa penduduk negri asli di biarkan di bawah langsung dari kepala-
kepalanya sendiri  (pemimpin).  
Pada masa pemerintahan kolonial ini asal usul desa di perhatikan dan di 
akui sedemikian rupa sehingga tidak di kenal adanya penyeragaman istilah beserta 
komponen-komponen yang meliputinya. Desa ini berasal dari serikat dusun baik 
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atas dasar susunan masyarakat geologis maupun toritorial. Desa adalah 
masyarakat hukum adat berfungsi sebagai kesatuan wilayah pada masa kolonial 
ini desa  di bentuk sesuai dengan susunan pemerintahannya di tentukan 
berdasarkan hukum adat masing-masing daerah.  
Dasa pada masa kolonial memiliki otoritas penuh dalam mengelola dan 
mengatur wilayahnya sendiri termasuk ketertiban dan keamanan dan setiap 
wilayah memiliki hak masing-masing. 
2) Pemerintah Desa Awal Kemerdekaan  
Pada awal kemardekaan pemerintah desa di atur dalam UUD 1945 Pasal 
18 II, kemudian peraturan lebih lanjut di tuangkan dalam Undang-Undang No 19 
Tahun 1969 tentang Pembentukan Desa atau daerah otonom adat yang setingkat di 
seluruh indonesia pada saat ini sudah muncul keinginan untuk menyeragamkan 
mengenai desa karena  kedua peraturan di atas tidak sesuai akan tetapi dalam 
perkembangannya peraturan ini tidak dapat di seragamkan karena suatau alasan 
pada saat itu. 
3) Pemerintahan Masa Orde Baru  
Pada masa ordebaru peraturan tentang desa di atur melalui Undang-
Undang No. 4 Tahun 1979. Dalam Undang-Undang ini menjelaskan mengenai 
bentuk dan susunan pemerintahan desa. Secara pardigmatik konsep otonomi desa 
dalam UU No.5 Tahun 1979 pada aturan ini sebenarnya tidak tepat karena hal ini 
membedakan dengan konsep otonomi dengan tingkat kabupaten/kota atau 
provinsi yang merupakan pemberian sebagai ajaran desentralisasi 
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Dalam Undang-Undang ini juga mengisyaratkan Desa di bentuk dengan 
memperhatikan syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk dan syarat-syarat 
lainnya yang akan di tentukam lebih lanjut oleh masyarakat desa. Tugas dan 
wewenang dalam UU No. 5 Tahun 1979 yaitu : 
1. Menyelanggaran rumahnya tangganya sendiri dan merupakan 
penyelenggaraan dan penanggung jawaban utama di bidang pemerintahan 
2. Pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintah desa. 
3. Urusan pemerintah desatermasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1979 juga di kenal lembaga 
masyarakat desa yaitu lembaya permusyawaratan desa yang terdiri dari kepala-
kepala dusun dan pemimpin lembaga-lembaga dan Pramuka-Pramuka di desa 
yang bersangkutan .9 
4) Desa Pasca Undang-Undang No.5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan 
Desa  
Pada masa ini Undang-Undang tersebut menjelaskan bahawa 
penyeragaman nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintah desa. Undang-
Undang ini juga mengatur dari segi pemerintahannya , berbeda dengan 
pemerintahan marga di samping mengatur pemerintahan juga mengatur adat 
istiadat. 
5) Desa Pasca Undang-Undang No.22 Tahun 1999 
                                                             
9Repository.unri.ac.id 
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Atas dasar pertimbangan bahwa Undang-Undang No.5 Tahun 1979 adalah 
tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang dasar 1945, dan perlunya menghargai 
dan menghormati haka asal usul yang sangat bersifat istimewa untuk di hargai 
sehingga perlu di adakan penggantian. Kemudian di keluarkan Undang-Undang 
No.22 Tahun 1999  yang mengatur tentang desa. 10 
C. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul 
1. Pengertian Kewenangan dan Wewenang 
Kewenangan adalah suatu hak yang di miliki oleh seorang pemimpin atau 
pejabat dan institusi yang berwenang menjalankan kewenangannya yang telah di 
tentukan atau di cantumkan dengan menjalankan kewenangannya dengan baik 
sesuai dengan    peraturan perundang-undangan yang berlaku . 
Kewenangan yaitu seseorang yang di berikan amanah untuk memegang 
suatu jabatan dan di berikan kewenangan sesuai apa jabatan yang di berikan 
sehingga ia berhak dalam memimpin suatu wilayah seperti kepala desa  dan 






































































Sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya allah telah memberi pengajaran yang baik-baiknya 
kepadamu. Sesungguhnya allah maha mendengar lagi maha melihat.11 
   
                                                             
10Haw Widjaja, Pemerintah Desa/Marga (Cet. 3; Jakarta: PT RajaGrafindo 
2003). h. 24 
11Kementrian  Agama RI. Ummul Mukmin Al-Qur’an dan Terjemahan untuk Wanita 


















Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan 













































ْن ائ  
 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tunaikanlah amanah 
kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati 
orang yang mengkhianatimu!" 
Ayat dan hadis di atas menjelaskan bahwa betapa pentingnya seseorang 
pemimpin yang di berika amanah atau di berikan kepercayaan untuk 
menyampaikan sesuatu kepada masyarakata atau orang yang berhak menerima 
amanah tersebut. 
Kewenangan mempunyai kedudukan penting dalam kajian hukum tata 
negara dan hukum administrasi negara sehingga F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek 
menyebut bahwa kewenangan adalah konsep inti dalam hukum tata negara dan 
hukum administrasi negara12 
Wewenang adalah hak dalam memerintah untuk melakukan sesuatu 
kepada orang lain agar agar  mencapai suatu tujuan tertentu wewenang biasanya 
                                                             
12Digilib.unila.ac.id 
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di berikan kepada seseorang yang memiliki kedudukan tinggi dari orang lain yang 
dapat memerintah atau mengamanahkan bawahannya untuk kepentingan tertentu. 
Selanjutnya F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutkan bahwa hanya 
adadua cara organ pemerintahan memperoleh wewenang yaitu atribusi dan 
delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan 
delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang 
telah memperoleh wewenang secara atributif kepada orang lain; jadi delegasi 
secara logis selalu didahului oleh atribusi.13 
Menurut KBBI wewenang adalah (1) Hak dan kekuasaan untuk bertindak, 
kewenangan (2) kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan 
tanggung jawab kepada orang lain (3) fungsi yang boleh tidak dilaksanakan. 
Menurut H.D Stouth (1994:102) wewenang merupakan suatu pengertian 
yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat di jelaskan sebagai 
keseluruhan atauran yang berkanaan dengan perolehan dan penggunaan 
wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum 
publik. Pendapat yang sama dikemukakan oleh P. De Haan dengan menyebutkan 
wewenang pemerintahan tidaklah jatuh dari langit, akan tetapi ditentukan oleh 
huku.14 
Wewenang dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan, yang 
berarti bahwa sumber wewenang bagi pemerintahan ada di dalam peraturan 
perundang-undangan, secara teoritis kewenangan yang bersumber dari undang-
undang.   ini di peroleh dari 3 cara yakni atribusi delegasi dan mandat. 
                                                             
13 Ridwan HR, Op.Cit.,Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, hal. 75. 
14 Aminuddin Ilmar,Op.Cit,. Hal. 11. 
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Atribusi sebagai suatu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat 
undang-undang kepada organ pemerintahan sedangkan delegasi adalah 
pelimpahan wewenang pemerintah dari suatu organ pemerintahan kepada organ 
pemerintahan lainnya dan mandat adalah terjadi ketika organ pemerintahan 
mengizinkan kewenangangan di jalankan oleh organ lain atas 
namanya.15Mekanisme pembagian kewenangan : 
Mekanisme pembagian kewenangan adalah sebagai penyerahan urusan 
pemerintahan berdasrkan pendekatan yang di guanakan, di indonesia sendiri 
menggunakan pendekatan generalcompetence atau open and arragement, yaitu 
urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan selebihnya menjadi 
kewenangan pemerintah daerah.16 
2. Pengertian Kewenangan Desa 
Kewenangan Desa adalah kewenangan yang berada di bidang 
penyelenggaraan pemerintahan desa, yang berupa pembangunan desa dan 
pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat desa 
yang harus di lestariakan dan di berdayakan serta di akui keberadaannya. 
Kewenangan desa dapat berupa kewenangan di bidang penyelenggaraan 
pemerintahann desa, pelaksanaan pembangunan  desa, pembinaan kemasyarakatan 
desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul dan adat istiadat desa, berdasarkan judul peneliti yang di angkat adalah 
pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul yaitu peneliti akan 
                                                             
15Aminuddin Iimar, Hukum Tata Pemerintahan, Cet. 3; Jakarta Prenadamedia Group 
2018), h 85 
16Josef Mairo Menteiro, Hukum Pemerintah Daerah (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka 
Yustisia 2016), h. 39 
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mengkaji bagai mana pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul di 
desa galesong kota kabupaten takalar. 
Berdasarkan UU No.6/2014 yang di maksud dengan kewenangan desa 
berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup 
dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan 
kehidupan masyarakat.Artinya bahwa kewenangan tersebut merupakan 
kewenangan yang di miliki desa, bukan karena pemberian dari pemerintah pusat, 
melainkan kewenangan yang bersifat otonom hasil dari Rahim riwayat desa 
tersebut. 
Sebelum adanya undang-undang yang mengatur tentang desa kewenangan 
desa di atur dalam Pasal 7 PP No.72 Tahun 2005   tentang desa. Dalam pasal 
tersebut yang di maksud dengan kewenangan desa yaitu  
a. Urusan  pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa  
b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewennagn kota yang di serahkan kepada 
desa 
c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah 
kabupaten/ kota 
d. Urusan pemer  oleh peraruran perundang-undnaagn di serahkan kepada desa 
Selanjutnya pada  Undang-Undang Desa  pasal 19 di jelaskan bahwa 
kewenangan desa meliputi : 
a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul. 
b. Kewenangan lokal berskala desa. 
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c. Kewenangan yang di tugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, 
atau pemerintah daerah kabupaten/kota. 
d. Kewenangan lainnya yang di tugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah 
provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.     
1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa  
Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, Desa telah memiliki lembaga 
yang mapan dan ajeg yang perikehidupan masyarakat Desa yang bersangkutan. 
Berdasarkan pendapat Ter Haar, masyarakat hukum adat mempunyai tiga 
komponen yaitu: 1) sekumpulan orang yang teratur, 2) mempunyai lembaga yang 
bersifat ajeg dan tetap, 3) memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengurus 
harta benda. Komponen yang pertama yaitu bahwa desa merupakan sekumpulan 
orang yang teratur, berarti di desa tinggal orang-orang yang membentuk sistem 
kemasyarakatan yang teratur. Sistem kemasyarakatan yang teratur menunjuk pada 
adanya pola tata tindak sekumpul orang tersebut berdasarkan peran, status, dan 
fungsi masing-masing yang mengacu pada nilai dan norma yangd di sepakati 
bersama. Konkretnya, di desa tidak hanya ada orang-orang yang tinggal bersama 
saja, melainkan orang-orang yang tinggal di desa mengatur diri dari cara 
memposisikan diri dalam status, perandan fungsi tertentu dalam rangka untuk 
memenuhi hidupnya. 
Komponen kedua, yaitu mempunyai lembaga yang bersifat tetap dan ajeg, 
artinya bahwa masyarakat desa mempunyai lembaga social yang mapan.Lembaga 
berasal dari kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat.Lembaga ini menjadi pola 
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perilaku masyarakat yang fungsional dalam rangka memenuhi 
kehidupannya.Masyarakat desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat 
mempunyai lembaga-lembaga social yang melekat dalam dirinya. Pola perilaku 
yang berjalan begitu adanya, berjalan dengan sendirinya, tanpa ada yang mengatur 
dan memaksa, dan jika tidakdi lakukan akan mengganggu keteraturan masyarakat. 
Dalam hal memenuhi kebutuhan di bidang pemerintahan, masyarakat desa 
mempunyai lembaga pemerintah yang berbentuk organisasi pemerintah desa. 
Dalam hal untuk memenuhi kebutuhannya di bidang ekonomi, masyarakat desa 
mempunyai lembaga ekonomi berupa sistem kepemilikan tanah dan yang 
berbentuk organisasi: kelompok tani dan KUD. Dalam hal memenuhi 
kebutuhannya dalam partisipasi politik masyarakat desa mempunyai lembaga 
yang di sebut kumpulan desa, kerapat adat Nagari, dan nama lain. Dalam hal ini 
memenuhikebutuhannya di bidang social-budaya, masyarakat desa mempunyai 
lembaga arisan kerja, gotong royong, jamaah pengajian, kumpulan pancat silat, 
kumpulan seni tradisional dan yang lainnya.Semua lembaga tersebut begitu teratur 
mapan dan fungsional dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat desa yang 
bersangkutan. 
Komponen ke tiga, yaitu desa mempunyai kewenangan mengurus harta 
benda, berarti desa mempunyai harta benda sendiri yang di ataur dan di urus oleh 
masyarakat desa sendiri. Harta benda milik desa tersebut tidak di ataur dan di 
tentukan oleh pemeritah atasnya (Kabupaten,provinsi,pusat). Di jawa tengah dan 
jawa timur hamper semua desa mempunyai harta benda berupa tanah benda desa  
dantanah bengkok. Tanah benda desa adalah tanah komunal milik masyarakat 
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desa yangdi peruntukkan untuk mebiayai pembangunan dan pemeliharaan 
desa.Sedangkan tanah Bangkok adalah tanah komunal milik masyarakat desa 
yang di peruntukkan sebagai honor/gaji pada pengurus desa selama menjabat. 
Beberapa desa ada yang mempunyai tanah gembalan, kolamikan, alun-alun, dan 
lapangan.Di samping memiliki tanah ada juga desa yang mempunyai pasar desa, 
tempat wisata, tempat pemandian, dermaga, pelabuahan, dan tempat 
penyebrangan.Semua harta dan benda yang di milikitersebut pengaturannya 
(pembuatan kebijakan) dan pengurusannya (pelaksanaannya) di buat sendiri oleh 
masyarakat desa yang bersangkutan. 
Dengan demikian maka yang di maksud dengan kewenanagn yangsudah 
ada berdasarkan asal usulnya adalah kewenanganyang mengacu pada pengertian 
desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat tersebut. Untuk dapat 
mendefinisikan kewenangan berdasarkan hak asal usul maka di perlukan tiga 
langkah: 1) melihat lembaga apa saja yang fungsional dalam mengatur kehidupan 
masyarakat desa 2) mengiventarisir harta benda yang di milikinya dan 3) 
menghubungkan antara lembaga yang di kembangkan masyarakat desa yang 
bersangkutan dengan tata carapengaturan dan pengurusan harta benda yang di 
miliki. 
2. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang 
diserahkan pengaturannya kepada desa  
Dalam UU No.32/2004 tentang pemerintah daerah, urusan di 
selenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi da nada yang di selenggarakan 
pemerintah kabupaten kota. Selanjutanya di tuangkan dalam peraturan pemeritah 
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Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan pemerintah antara pemerintah, 
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dengan PP 
No38/2007 tersebut urusan pemerintah daerah kabupaten kota sangat jelas dan 
rinci. 
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi pemerintah 
kabupaten/kota 
Dalam sistempemerintahan desantralistik menurut UU No.32/2004, 
pemerintah  pusat menyelanggarakan urusan pemerintah di luar negri, 
keamanan,pertahananm keuangan dan monoter nasional, justisi dan agama. 
Sedangkan pemerintah daerah provinsi dan perintah daerah kabupaten/kota 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sisanya yang mencakup 31 urusan 
pemerintah baik berupa urusan wajib maupun urusan pilihan. Pembagian urusan 
di pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota tersebut di 
ataur dalam PP No.38/2007 
Terhadap urusan seperti itu pemerintah yang sudah menjadi kewenangan 
pemerinrah pemilik kewarga negaraan dapat di minta kepada pemerintah 
bawahannya untuk melaksanakan sebagian kewenangan miliknya tersebut di 
sertai biaya dan sumber daya yang di perlukan. 
Di sampingmepunyai kewenangan asli, kewenangan yang di serahkan dari 
kabupaten/kota, dan tugas pembantuan, desa juga dapatmenerima urusan 
pemerintah lainya yang di serahkan kepadanya.Urusan pemerintah lainnya yang 
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diserahkan kepada kepada desa berdasarkan Undang-undang sampai saat ini 
belum ada.17 
 
D. Hak  
Hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang yang tidak satu orangpun 
dapat merampasnya karna setiap orang atau individu memiliki haknya masing-
masing seperti Hak mengeluarkan pendapat dan Hak Hidup dalam bermasyarakat. 
Dapat pula di definisikan bahwa hak adalah wewenang yang di berikan 
hukum objektif (hukum yang berlaku umum) kepada subjek hukum.Wewenang 
yang diberikan oleh subjek hukum ini seperti wewenang untukmemiliki tanah dan 
penggunaannya di serahkan kepada pemilik itu sendiri .hak di definisikan melalui 
pendekatan teori hakikat hak, yaitu teori kehendak dan yang kedua teori 
kepentingan atau kemanfaatan. 
Macam-macam hak yang dapat di tinjau dari beberapa segi  
1. Eksistensi hak itu sendiri 
Hak yang melekat pada diri manusia yang di berikan oleh allah seerti hak 
hidup juga manusia di beri hak untuk bernafas dan juga di beri hak untuk 
memiliki apa yang harus menajdi miliknya. 
2. Keterkaitan hak dengan kehidupan bernegara 
Hak dasar adalah hak yang di miliki seseorang yang tidak dapat di ganggu 
oleh siapapun bahkan itu di ganggu oleh negara, hak-hak yang tertuang dalam 
Magna Charta, seprti hak hidup, hak kebebasan, hak keamanan, hakuntuk 
                                                             
17Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyeleggaraan Pemerintahan Desa (Cet. 1;  
Erlangga 2011).h 69-75 
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melakukan semua yang tidak merugikan orang lain. Padahak dasar yang bersifat 
klasik terdapat kewajiban bagi pemrintah untuk tidak melakukan apa-apa untuk 
melindungi manusia dan warga negara sedangkan pada hak-hak dasar sosisal 
justru terdapat kewajiban pemerintah untuk melakukan segala sesuatu dalam 
melindungi manusia dan warganya. 
3. Keterkaitann hak dan masyarakat  
Hak privat dibedakan menjadi dua yaitu hak hak absolute dan hak relative, 
hak absolut adalah hak yang di berlakukan untuk semua orang sedangkan hak 
relative adalah hak yang berlaku untu satu orang saja.Keterkaitan hak dan 
masyarata sangat erat karena masyarakat sudah jelas memiliki hak umum dan hak 
pribdinya sendiri.18 
4. Hak Asal Usul 
Hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup 
dalam masyarakat dan dapat di kembangkan oleh masyarakat itu sendiri serta 
harus di hargai dan di akui oleh negara. Hal ini juga di jelaskan dalam UUD 1945 
Pasal 18B ayat (2) yaitu 
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan 
republik indonesia yang di atur dalan undang-undang.”19 
 
Selanjutnya di jelaskan pula bahwa hak asal usul adalah hak yang 
merupakan warisan yang masih hidup sesuai dengan perkembangan kehidupan 
masyarakat yang berupa sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata 
                                                             
18Rahman Syamsuddin dan Ismail Ari, Merajut Hukum di Indonesia, (Cet 1 ;Jakarta Mitra 
Wacana Media, 2014), h. 33-36. 
19UUD 1945 Pasal 12B 
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dan hukum adat tanah kas desa serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat 
desa. 
 
E. Asas-Asas Pemerintah Daerah 
Dalam penyelenggaraan pemerintah di kenal tiga Asas Yaitu Asas 
Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 
1. Desentralisasi 
Desentralisasi merupakan suatu istilah yang bisa di hubungkan dengan 
prinsip negara kesatuan, yakni negara tidak tersusun dengan dengan pada 
beberapa negara, jadi dalan negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan, yaitu 
pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam 
segala lapangan pemerintahan. 
Terdapat 2 cara Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang 
petama, segala urusan di lakukan langsung oleh pemerintah pusat atau aparat-
aparat pusat yang di sebarkan ke seluruh wilayah negara. Kedua, apabila wilayah 
negara di bagi-bagi menjadi daerah yang di beri hak otonom. Pada umumnya 
hampir semua negara yang menganut model negara kesatuan menggunakan sistem 
desentralisasi. Negara yang menganut Asas desentralisasi memiliki keuntungan 
tersendiri yaitu : 
a. Mengurangi tertumpuknya pekerjaan di pusat 
b. Dalam menghadapi masalah-masalah yang amat mendesak yang membutuhkan 
tindakan cepat, daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat 
c. Mengurangi  birokrasi dalam arti yang buruk 
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d. Dapat di adakan pembedaan-pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi 
kepentingan tertentu 
e. Daerah dapat di jadikan semacam laboratorium pemerintahan. 
 
2. Dekonsentrasi  
Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintaha, 
kepada wilayah, instansi vertical tingkat atas kepada pejabat daerah. Menutur 
pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah , 
dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemeinthan oleh pemerintah kepada 
gubernur sebagai wakil pemerintah. Yang menjadi prinsip dasar dengana danya 
dekonsentrasi yaitu karena tidak semunya urusan pemerinthaan itu di 
serahkankepada pemerintah daerah melalui desentralisasi maka demikian urusan 
pemerintahahn yang tidak dapat di laksanakan dengan sistem desentralisasi di 
selesaikan dengan sistem dekonsentrasi. 
Pelaksanaan dekonsentrasi di lakukan pada wilayah provinsi dengan 
kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksankan kewenangan yang 
di berikan kepada presiden di daerah provinsi. Dalam pelaksanaan urusan 
dekonsentrasi wilayah tersebut tidak boleh mebuat aturan tersendiri karena 
Pelaksanaan dekonsentrasi sepenuhnya di tentukan oleh pemerintah pusat.20 
3. Tugas Pembantu 
Menurut Bayu Surianigrat Tugas Pembantu merupakan urusan pemrintah 
tingkat atas yang memberi tugas. Pemerintah sebagai penerima tanggung jawab 
                                                             
20Suharizal dan Musli Chaniago, Hukum Pemerintah Daerah (Cet 1; Yogyakarta: Thafa 
Media 2017) h.55-63 
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kepada atasan yang memberikan tanggung jawab serta ikut melaksanakan tugas 
yang bersangkutan dengan apa yang di berikan kepasanya.  
Hasirnya tugas pembantu di karenakan di anggap penting karena tugas 
pembantu sangan membantu pemerintahan dalam menyelasiakan kebijakan yang 
bersifat operasional. Kewenangan yang dapat di bantu dalam tugas pembatu yaitu 
kewenangan yang bersifat atributif.  
Dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
pemerintahan daerah, berpendapat bahwa tugas pembantu yaitu kewenangan 
pemerintah pusat kepada daerah otonom  untuk pelaksanaan kewenangan di 
berikan kepada pemerintahan yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah 
pusat kemudian di berikan kepada pemerintah kabupaten/kota utnuk 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang di gunakan yaitu jenis penelitian lapangan, penelitian 
lapangan merupakan penelitian yang di lakukan dengan cara turun langsung ke 
lapangan dengan mengkaji apa saja yag terjadi di lapangan demi mendapat 
informasi melalui proses wawancara . 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang di lakuakan oleh peneliti yaitu di Desa Galesong 
Kota Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dengan Objek yang di bahas tentang 
pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul bertempat di lokasi tersebut. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan Sumber Data yang di lakukan dalam penelitian ini yaitu  
1. Data primer  
Data yang di kumpulkan oleh peneliti secara langsung  di lakukan di Desa 
Galesong Kota Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan.  
2. Data Sekunder 
Data yang di kumpulkan oleh penelitian melalui literatur-literatur yang 







C. Tehnik Pengumpulan Data 
Tehnik pengumpulan data yang di lakukan peneliti yaitu : 
1. Pengamatan (observasi) yang di lakukan langsung turun ke lokasi penelitian 
Pengamatan (observasi) adalah aktifitas yang di lakukan dengan merasakan 
dan melihat secara langsung kemudian menyimpulkan apa yang telah di 
lihat. 
2. Wawancara (interview) yang di lakukan peneliti kepada narasumber yang 
bertempat di lokasi penelitian.  
Wawancara (interview) adalah percakapan yang dilakukan oleh 
pewawancara dan nara sumber yang  akan memberikan jawaban dari 
pertanyaan yg telah di ajukan olegh pewawancara, tujuan dari wawancara 
itu adalah untuk menghasilkan informasi dari hasil penelitian. 
3. Telaah pustaka ( library research) pengumpulan informasi 
Telaah Pustaka (Library Reserch) adalah pengumpulan yang di dapatkan 
melalui buku,jurnal dan sumber yang berasal dari internet atau informasi 
lain yang di dapatkan yang berhubungan dengan topic permasalaan yang di 
teliti. 
D. Analisis Data 
Tehnik pengumpulan data merupakan langkah yang peling penting dalam 
sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu mengumpulkan data 
dan informasi dari tempat penelitian, bila di lihat dari tekhik pengumpulan data 
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secara kualitatif melalui data primer dan data sekunder dengan melihat  
pemasalahan yang terjadi terhadap kewenangan desa berdasarkan hak asal usul. 
E. Instrumen Penelian  
1. Wawancara  
Pedoman wawancara di gunakan dalam melaukana wawancara dan di 
jadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan.Pedoman 
wawancara yang di gunakan untuk memudahkan penulis berdialog dan 
mendapatkan data tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul di Desa 
Galesong Kota Kabupaten Takalar adalah berupa daftar pertanyaan. 
2. Buku catatan dan alat tulis 
Buku catatan dan alat tulis di gunakan untuk mencatata semua informasi 
yang berkaitan dengan  penelitian yang di dapatkan dari sumber data. 
3. Hendphone 
Hendphone di gunakan untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan 
dengan informan dan untuk mendokumentasikan gambar yang terkait 





A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Kabupaten Takalar 
 
Kabupaten Takalar merupakan salah satu dari 24 Kab/Kota dalam 
lingkup wilayah Provinsi Sulawesi-Selatan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 
566,51 km2 dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 250.000 jiwa. Ibu kota Kab. 
Takalar terletak di Pattallassang.Kab. Takalar terdiri dari 9 Kecamatan, yaitu: 
Pattallassang, Polombangkeng Utara, Polombangkeng Selatan, Galesong Selatan, 
Galesong, Galesong Utara, Manggarabombang, Mappakasunggu, dan Sanrobone. 
Secara geografis kabupaten Takalar terletak antara 5P⁰P3’ sampai 
5P⁰P38’ Lintang Selatan dan antara 199P0 P22’ Sampai 199P0P39’ Bujur 
Timur.Disebelah timur secara administrasi berbatasan dengan Kabupaten Gowa 
dan Jeneponto.Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa.Sedangkan di 
sebelah Barat dan Selatan dibatasi oleh Selat Makassar dan laut Flores.yang terdiri 
dari kawasan hutan seluas 8.254. Ha (14,57%), sawah seluas 16.436, 22 Ha 
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(29,01%) perkebunan Tebu PT.XXXII seluas 5.333,45 Ha (9,41%) tambak seluas 
4.233,20 Ha (7,47%), kebun campuran seluas 8.932,11 Ha (15,77%). Pekarangan 
seluas 1.929,90 Ha (3,41%), tegalan seluas 3.639,90 Ha (6,47%), dan lain-
lainnyaseluas 7.892,22 Ha (13,93%). 
Secara administrasi kabupaten takalar terdiri dari 9 kecamatan dan 6 di 
antaranya merupakan wilayah pesisir dengan batas-batas sebagai berikut : 
- Sebelah utara berbatasan dengan galesong Kabupaten Gowa. 
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupataen gowa dan Kabupaten 
Jeneponto 
-  selatan berbatasan dengan selat Makassar 
- Seblah Barat berbatasan dengan Laut Flores 
Berdasarkan letak geografis, kondisi sosio-kultur, potensi alam dan 
infrastrukturnya, KabupatenTakalar dapat dipetakan sebagai berikut :
- Kawasan Pesisir Pantai, meliputi: Kecamatan Galesong Utara, 
Kecamatan Galesong, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan 
Sanrobone, Kecamatan Mappakasunggu, dan Kecamatan 
Mangarabombang, merupakan daerah pantai dan memiliki lahan yang 
relatif subur. Potensi kawasan ini merupakan potensi untuk 
dikembangkan (menonjol) kawasan budidaya perikanan, perkebunan, 
pertanian, peternakan, dan perdagangan. Wilayah ini memiliki potensi 
Rumput Laut yang menjanjikan untuk diekspor. Selain itu, terdapat 
potensi pertambangan berupa potensi pasir besi serta industri briket 
6  
batubara. Selanjutnya kawasan ini juga memiliki potensi parawisata 
baik wisata alam seperti pantai Punaga, pantai Pokko, pantai Parappa, 
pantai Lamangkia, kawasan pulau Tanakeke, maupun wisata budaya 
seperti Maudu Lompoa, pesta Nelayan, pesta Adat Gaukang Karaeng 
Galesong dan BentengSanrobone. 
- Kawasan dataran rendah dan perbukitan, meliputi Kecamatan 
Pattallassang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan dan Kecamatan 
Polongbangkeng Utara. Kecamatan Pattallassang merupakan ibukota 
Kabupaten Takalar sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pelayanan 
masyarakat, perekonomian, perkantoran dan pendidikan. Kecamatan 
Polongbangkeng Utara dan Kecamatan Polongbangkeng Selatan 
sebagai wilayah pertanian yang cukup subur. Keberadaan bendungan 
Kampilibissua, Jenemarrung, Jenetallasa, Jenemaeja dan Pammukkulu 
perlu diupayakan peningkatan fungsinya dalam menunjang sistem 
irigasi. Disamping itu, keberadaan Pabrik Gula Takalar juga 
perludimaksimalkan perannya dalam membantu masyarakat 
memperoleh pendapatan yang layak. Potensi wisata alam yang terdapat 
di Desa Barugaya juga harus dikelola dengan baik agar dapat 
membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. 
Kawasan ini juga memiliki potensi wisata budaya yang telah 
berlangsung secara rutin setiap tahun, yakni pesta panen dengan tradisi 
A’lammang (Lemang) dan A’dodoro (Dodol). Pesta panen ini 
dilaksanakan di Lantang Kecamatan Polombangkeng Selatan. 
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Secara Tipologi, wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari pantai, daratan 
dan perbukitan. Berdasarkan topografinya, Di bagian barat adalah daerah pantai 
dan dataran rendah dengan kemiringan 0-3 derajat sedang ketinggian ruang 
bervariasi antara 0-25 m. Secara geologi, terdiri dari batuan penyusun 
geomorfologi dataran didominasi endapan alluvial, endapan rawa pantai, batu 
gamping, terumbu dan tufa serta beberapa tempat batuan lelehanbasal. 
Secara Topografis, Kondisi topografis Kabupaten Takalar yang terdiri 
atas dataran rendah, perbukitan dan pesisir pantai, selain memiliki potensi 
keindahan dan kesuburasn juga memiliki potensi rawan bencana khususnya banjir 
dan angin topan. Kawasan rawan bencana tersebut antara lain: 
- Daerah rawan banjir berada di Kecamatan Polombangkeng Selatan, 
Kecamatan Pattallassang, dan Kecamatan Mappakasunggu. 
- Daerah rawan angin topan berada di kawasan pesisir pantai meliputi 
Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, 
Kecamatan Polombangkeng Utara, Kecamatan Galesong Utara, 
Kecamatan Galesong, dan Kecamatan GalesongSelataan. 
2. Kecamatan Galesong 
1. Letak Geografis 
Kecamatan Galesong merupakan salah satu dari Sembilan Kecamatan 
yang terdapat di takalar yang sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan 
Galesong Utara, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa, sebelah 
Selatan berbatasan dengan Kecamatan Galesong Selatan dan sebelah Barat 
berbatasan dengan Selat Makassar. 
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Masyarakat kecamatan galesong dominan bermata pencaharian sebagai 
nelayan, petani dan ada juga sebagai PNS, jumlah keseluruan masyarakat 
kecamatan galesong sebanyak 41.390, kecamatan galesong memiliki 14 
desa yaitu : Pa’lalakang, Parambambe, Mappakalompo, Campagaya, 
Pattinoang, Boddia, Bontoloe, Parangmata, Parasangang Beru, Galesong 
Baru, Kalukuang, Kalenna Bontongape, Galesong Kota, Bonto Mangape. 
Table 1 : Nama Desa dan jumlah Penduduk   
 
3. Desa Galesong Kota 
Desa galesong kota terletak di kecamatan Galesong Kabupaten Takalar 
yang perbatasan dengan galesong baru dan boddia desa galesong kota sudah 2 
kali di melarkan dengan dua desa yaitu desa boddia dan desa galesong baru . 
Desa galesong kota berbatasan dengan : 
- Sebelah timur desa parang mata  
- Sebelah selatan desa boddia 
- Sebelah barat selat Makassar  
- Sebelah utara galesong baru  
Galesong kota terbagia atas 5 dusun yaitu : 
- Dusun galesong yang berjumlah kartu keluarga (kk) 262 
- Dusun Bayoa dengan jumlah karu keluarga (kk) 315 
- Dusun lanna dengan jumlah kartu keluarga (kk) 200 
- Dusun ta’buncini dengan jumlah kartu keluarga (kk) 272 
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- Dusun balla’ parang dengan jumlah kartu keluarga (kk) 81 
Penduduk desa galesong kota sebagaian besar bermata 
pencaharian sebagai nelayan dengan petani dan ada juga beberapa orang 
sebagai PNS, galesong kota mempunyai wilayah dengan luas 1,27,37, 
dengan luas permulaman 28 na/m2, dan luas persawahan 71,37, luas 
pekuburan 4 ha/m2, luas perkantoran 2 ha/m2, luas prasarana umum 4 
ha/m2 
Galesong mempunyai jumlah penduduk sebanyak 4,111 jiwa yang 
beranggotakan laki-laki sebanyak 1,701 dan perempuan 2,410. 
 
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR DESA GALESONG KOTA 
KEPALA DESA : 
ABD KABIR  
SEKRETARIS DESA : 
AHMAD DAHLAN 
KAUR PERENCANAAN:  
SYAMSIAR HANAFIE 
KAUR UMUM : 
NUR AFIAT PRATIWI 
KAUR KEUNGAN : 
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SYAHRIAL WAHYU MAULANA 
STAF KAUR PERENCANAAN: 
DANIAL 
STAF KAUR UMUM: 
HERLINA 
STAF KAUR KEUANGAN : 
RIDHO AL JAUSI 
KASI PEMERINTAHAN : 





KADUS GALESONG :  
MUSTARI DG LIMPO 
KADUS LANNA: 
ARIFIN DG SIJA 
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KADUS TA’BUNCINI: 
ABDULLAH DG SILA 
KADUS BALLAPARANG: 
SYARIFUDDIN DG SIJAYA 
KADUS BAYOWA: 





B. Mekanisme Pengaturan Kewenangan Bedasarkan Hak Asal Usul  di 
Desa Galesong Kota Kabupaten Takalar 
Menurut Pasal 19  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 
kewenangan desa meliputi : 
1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul 
2. Kewenangan local berskala desa 
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah 
provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota. 
4. Kewenangan lainnya yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah 
daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten / kota sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
Berdasarkan Pasal 19 Huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
Tentang Desa tersebut, desa diberikan kewenangan berdasarkan hak asal usul, 
sedangkan dalam Pasal 20 di jelaskan bahwa pelaksanaan kewenangan Desa 
berdasarkan hak asal usul dan di atur oleh Desa. Dengan adanya Undang-Undang 
desa  yang mengatur tentang hak asal usul memberikan peluang besar bagi desa 
galesong kota untuk tetap mempertahankan tradisi yang di milikinya dan nilai-
nilai kemasyarakatannya. 
Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup 
dan prakarsa Desa atau Prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan 
kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, 
kelembagaan, pranata dan Hukum Adat, Tanah kas desa, serta kesepakatan dalam 





Tanah kas desa merupakan bagian dari Hak Asal Usul desa.Tanah kas 
desa ialah salah satu kekayaan desa yang merupakan bagian dari salah satu aset 
desa1. Menurut Pasal 1 angka 5 Ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 
1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa bahwa :2 
Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik 
desa, dibeli atau di peroleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa 
(APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah. 
Jenis aset desa di atur dalam pasal 2 ayat (1) ketentuan Peraturan menteri 
dalam negeri nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa yang terdiri 
dari:3 
a. Kekayaan asli desa. 
b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa. 
c. Kekayaan desa yang di peroleh dari hibah dan sumbangan atau yang 
sejenis 
d. Kekayaan desa yang di peroleh sebagai pelaksanaan dari 
perjanjian/kontrak/dan/ di peroleh berdasarkan ketentuan perundang-
undangan. 
e. Hasil kerja sama desa dan, 
f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. 
                                                             
1http://e-journal.uajy.ac.id/16447/3/HK115112.pdf 
2Pasal 1 angka 5 Ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 1 Tahun 2016 tentang 
pengelolaan aset desa 
3Pasal 2 Ayat (1) Ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 1 Tahun 2016 






Mekanisme pengaturan  pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal 
ususl di Desa Galesong Kota pada dasarnya sama dengan pengaturan kewenangan 
lain yang seharusnya pelaksanaana diatur secara baku dalam peraturan desa. 
1. Pemerintah desa di berikan kesempatan untuk melakukan musyawarah 
bersama perangkat desa termasuk BPD dan pelibatan masyarakat desa 
untuk melihat potensi desa. 
2. Hasil musyawarah berupa daftar masalah potensi desa di ajukan  
kepada Pemerintah Daerah untuk di bahas bersama dengan tim 
evaluasi 
3. Hasil evaluasi di serahkan kembali kepada pemerintah desa dan BPD 
untuk di buatkan rancangan peraturan desa. 
4. Rancangan peraturan desa yang telah di buat oleh pemerintah 
desa/BPD di masukka ke pemerintah daerah melalui nagian 
pemerintah desa. 
5. Dalam hal terdapat rancangna peraturan desa prakarsa pemerintah 
desadan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk di bahas dalam 
waktu pembahasan yang sama maka di dahulukan rancangan 
pengaturan desa usulan BPD sedangkan rancangan  pengaturan desa 
usulan kepala desa di gunakan sebagai bahan untuk di persandingkan. 
6. Rancangan peraturan desa yang telah di sepakati bersama di sampaikan 
oleh pimpinan badan permusyawaratan desa kepada kepala desa untuk 
di tetapkan menjadi peraturan desa paling lambat 7 hari terhitung sejak 





 Desa galesong kota memiliki pesisir pantai yang biasa di guanakan 
untuk para nelayan menyimpan perahunya, meskipun demikian lahan parkiran 
tersebut hanya di peruntukkan untuk masyarakat desa galesong kota saja akan 
tetapi biasanya ada saja orang yang datang menyimpan perahunya meski bukan 
masyarakat desa galesong kota.  
Dalam wawancara yang saya lakukan kepada Kepala Desa Galesong 
Kota, Bapak Abd. Kabir, belum ada aturan tersendiri yang mengatur tentang Hak 
asal usul  di Desa Galesong Kota Kabupaten Takalar mengenai tanah kas 
desaseperti lahan parkir perahu nelayan di pesisir pantai akan tetapi aturan yang 
selama ini berlaku adalah masyarakat di berikan himbauan bahwa lahan parkir 
perahu di pesisir pantai semestinya di sususn secara teratur agar dapat memuat 
perahu yang banayak akan tetapi pada kenyataannya msayarakat banayk 
menyimpan perahunya tidak beraturan sehingga banayk masyarakat yang 
menyimpan perahunya tidak pada tempatnya.4 Sehingga hal inilah yang dapat 
memicu timbulnya konflik antara masyarakat desa galesong kota dengan yang 
bukan masyarakat desa galesong kota.  
Hal ini juga diperkuat dari wawancara yang saya lakukan kepada Nur 
Afiat Pratiwi selaku Staf Desa yang mengatakan bahwa belum ada aturan 
mengenai lahan parkir perahu nelayan di pesisir pantai, padahal seharusnya ada 
aturan yang mengatur tentang hal itu agar tidak terjadi konflik.5 
                                                             
4Abd. Kabir, (40 Tahun), Kepala Desa Galesong Kota, di Desa Galesong Kota Kabupaten 
Takalar, 25 Februari 2020. 
5Nur Afiat Pratiwi, ( 36 Tahun),  selaku Staf Desa, di Desa Galesong Kota Kabupaten 





Adapun beberapa kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam proses 
legislasi sehingga kurang tertatanya pemerintah desa yakni Pemerintah desa 
belum memahami secara jelas menganai apa saja yang menjadi kewenanag 
terhadap setiap desa maka kedepannya pemerintah daerah akan melakukan 
pelatihan mengenai pembuatan peraturan desa kepada peranfkat desa dan 
masyarakat dalam rangka percepatan proses legislasi sejumlah pelaksanaan 
kewenangan desa. 
C. Faktor Penyebab Sehingga Masyarakat Semenamena Memarkir 
Perahunya 
Berdasarkan hasil penelitian penulis di desa Galesong kota masih 
banyaknya masyarakat yang belum patuh terhadap aturan yang telah ada akan 
tetapi seenuhnya bukan hanya masyarakat saja yang di salahkan melainkan 
pemerintah desa Galesong kota sama sekali belum mengatur secara jelas 
mengenai lahan parkir nelayan di pesisir pantai, dengan demikian banyak 
masyarakat yang berpendapat dan memberi agar segera dibuatkan regulasi atau 
aturan yang lebih khusus mengenai aturan pemarkiran perahu dapat lebih tertib 
lagi. 
Di desa galesong kota juga banyak masyarakat yang berprofesi sebagai 
pembuat perahu nelayan dengan adanya masyarakat yang terus menambah 






Menurut Abd. Kabir selaku kepala desa di Desa Galesong Kota, Ada 2 
(dua) faktor yang menyebabkan masyarakat semenamena memarkir perahunya, 
faktor pertama ialah karena belum ada aturan yang mengatur secara khusus 
mengenai lahan tempat penyimpanan perahu nelayan di pesisir pantai, faktor 
kedua kurangnya kesadaran masyarakat dalam memarkir perahunya di pesisir 
pantai khususnya yang bukan merupakan masyarakat desa galesong kota. 6 
Menurut Daeng Tasa selaku warga Desa Galesong Kota, faktor penyebab 
sehingga masyarakat semenamena memarkir perahunya ialah karena lahan 
parkiran perahu di tempat lain sudah penuh sehingga nelayan yang bukan 
merupakan warga Desa Galesong Kota masuk dan mengisi tempat yang kosong.7 
Menurut Daeng Malli yang juga selaku warga Desa Galesong Kota, pernah terjadi 
konflik antara nelayan Desa Galesong kota dengan  nelayan asal Jeneponto yang 
memarkirkan perahunya di wilayah pesisir pantai Desa Galesong Kota sehingga 
Nelayan Desa Galesong Kota tersebut tidak mendapatkan lahan parkir untuk 
perahunya. Oleh karenanya, Daeng Malli berharap agar aparat desa segera 
membuat aturan tentang hal tersebut agar tidak terjadi lagi konflik-konflik antara 
nelayan dikemudian hari.8 
Regulasi atau aturan yang dibuat supaya membuat masyarakat lebih tertib 
lagi dan tidak terjadi konflik antara warga setempat. Dalam kasus ini tidak hanya 
pemerintah setempat saja yang bekerja. Masyarakat yang lebih berperan besar 
                                                             
6Abd. Kabir , (40 Tahun), selaku kepala desa di Desa Galesong Kota , di Desa Galesong 
Kota Kabupaten Takalar, 25 Februari 2020. 
7Daeng Tasa , ( 43 Tahun), selaku warga Desa Galesong Kota, di Desa Galesong Kota 
Kabupaten Takalar, 25 Februari 2020. 
8Daeng Malli, (38 Tahun), selaku warga Desa Galesong Kota, di Desa Galesong Kota 





menangani kasus pemarkiran perahu. Masyarakat lebih dekat dan dapat langsung 
memantau proses pemantauan kapal. 
Menurut Dg Jalling selaku masyarakat yang bermata pencaharian sebgai 
nelayan  berpendapat  bahwa sebenarnya masyarakat asli pesisir pantai Galesong 
Kota pada awalnya tidak keberatan dengan pemarkiran perahu dari pihak luar, 
tetapi lambat laun masyarakat asli Galesong kota mulai merasa khawatir dengan 
semakin banyaknya kapal nelayan yang semakin bertambah. Kasus dilapangan 
bahwa satu kepala keluarga saja bisa mempunyai 3 buah perahu, ditambah dengan 
perahu-perahu dari masyarakat luar. Sehingga masyarakat asli galesong merasa 
agak terancam atau rasa khawatir dengan lahan parkir bagi masyarakat asli 
Galesong Kota.9 
Regulasi dibuat agar berjalan dengan tertib, rapi dan tertata dan tidak 
adanya kesemerautan dalam hal pemarkiran perahu. Jika hal ini terlambat diatasi 
ditakutkan akan terjadi konflik nantinya antara masyarakat asli Galesong kota 
dengan pemilik perahu pihak luar masyarakat Galesong kota. Hal seperti ini 
sebenarnya tidak mesti ada regulasi kuat untuk mengaturnya, hanya saja 
memerlukan dasar untuk mengatur seseorang. Pihak luar atau bukan masyarakat 
seharusnya lebih sadar degan adanya aturan tanah kas desa. Masyarakat luar 
wilayah pesisir galesong kota seharunya memberi sumbangsih terhadap 
masyarakat sekitar wilayah pesisir pantai Galesong kota. Hal ini masuk dalam 
adat istiadat warga Indonesia. 
                                                             
9Dg Jalling, ( 40 Tahun), selaku masyarakat yang bermata pencaharian sebgai nelayan, di 





Panjang  pesisir pantai yang diguakan untuk memarkir perahu nelayan 
adalah sekitar 2300 Meter panjangnnya dengan ukuran kapal nelayan yang 
berukuran minimal 4 meter dengan jumlah yang mencapai 60 kapal nelayan yang 
tiap hari nya akan bertambah, ditambah dengan kapal neyan dari luar yang masih 
sering memarkir kapalnya diwilayah pesisir Galesong kota. Jika dipikir lama 
kelamaan akan terlihat sesak pesisir pantai.  
Sangat pentingnya pembentukan rugulasi yang membahas tentang tanah 
kas desa agar masyarakat setempat lebih terarah dan mempunyai dasar 
pembentukan hukum. Hal ini dibuat untuk menghindari tindak kesewenangan dari 


















Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian terkait dengan judul 
penelitian ini yang telah di uraikan sebelumnya, maka di peroleh 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul di 
Desa Galesong Kota Kabupaten Takalar ialah sebagai berikut : Hak asal 
usul telah di atur dalam UU Desa Pasal 19 huruf A tetapi di desa 
galesong kota belum mengatur hak Asal Usul terkhusus mengenai tanah 
kas desa. 
2. Adapun Penyebab sehingga masyarakat semena-mena memarkir 
perahunya ialah sebagai berikut : Karna Sampai saat ini belum ada aturan 
khusus yang mengatur tentang tanah kas desa.  
B. IMPLIKASI PENELITIAN 
1. Seharusnya pemerintah desa Galesong Kota  membuat aturan 
khusus mengenai tanah kas desa agar tidak lagi terjadi konflik antara 
masyarakat desa Galesong Kota dengan Masyarakat lain. 
2. Sebaiknya  masyarakat yang bukan merupakan penduduk desa 
galesong kota tidak memarkir perahunya semena-mena di pesisir pantai 
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Wawancara dengan Bapak Dg Jalling selaku Masyarakat nelayan 
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